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PENGANTAR REDAKSI 

Jurnal Analisis Sosial AKATIGA tahun ini genap terbit 17 edisi,  sejak pertama 
terbit Oktober tahun 1995. 
Gagasan awal diterbitkannya Jurnal Analisis Sosial sejalan dengan gagasan 

awal pendirian AKATIGA – Pusat Analisis Sosial  3 tahun sebelumnya, yaitu 
membuat sebuah terbitan ilmiah popular independen untuk menyebarluaskan 
gagasan-gagasan kritis  yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat 
miskin  atau marjinaldi Indonesia, kepada  masyarakat luas.

Sejak pertama terbit tahun 1995, Jurnal Analisis Sosial menyajikan secara  
bergiliran tema tulisan dan gagasan sesuai dengan fokus kegiatan penelitian 
AKATIGA yakni perburuhan, usaha kecil,  agraria, perempuan, kemiskinan dan 
penatakelolaan (governance).  

Tulisan-tulisan dalam Jurnal Analisis Sosial merupakan gagasan, uraian 
maupun analisis dari para akademisi dari dalam dan luar negeri, aktivis LSM, 
mahasiswa dan pejabat pemerintah  mengenai  kondisi  kaum miskin marjinal dan 
kebijakan-kebijakan makro maupun mikro yang berdampak terhadap kehidupan 
kaum marjinal yang dilengkapi dengan  ide  dan rekomendasi  kebijakan maupun 
penelitian untuk perbaikan.

Pada awalnya Jurnal Analisis Sosial diterbitkan 3 kali setahun secara rutin, akan 
tetapi dengan berbagai  kombinasi keadaan , pada tahun-tahun tertentu hanya dapat 
diterbitkan 1 kali. Meskipun demikian Jurnal Analisis Sosial  selama 17 tahun 
berturut-turut tetap hadir, kecuali pada tahun 1998 ketika krisis keuangan Asia 
melanda .

Dalam perjalanannya Jurnal Analisis Sosial telah menjadi salah satu penanda 
keberadaan AKATIGA yang terbitannya selalu dinantikan oleh para pembaca 
yang berasal dari lingkaran yang sama dengan para kontributor ditambah dengan  
kelompok pembaca dari organisasi masyarakat dan kelompok akar rumput.

Ke depan Jurnal Analisis Sosial akan ditingkatkan mutu dan keteraturan 
penerbitannya agar  salah satu misi AKATIGA untuk menyebarluaskan keperdulian 
terhadap kondisi kehidupan kaum miskin marjinal di Indonesia  dapat terus 
terjaga.

						               Bandung, September 2012

pengantar redaksi
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MENATA ULANG PRAKTIK GOOD 

GOVERNANCE DI INDONESIA

JURNAL ANALISIS SOSIAL Vol. 17 No.1 

September 2012

Krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara-Timur pada 
tahun 1997 telah menjadi titik tolak tumbuhnya suatu perubahan besar 
dalam sistem politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan di negara-

negara tersebut. Di Indonesia, perubahan tersebut ditandai dengan tumbangnya 
rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 dan lahirnya Orde Reformasi. Sejak 
saat itu, konfigurasi dan praktik politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan 
berubah total dari penerapan model-model dictatorship menjadi lebih demokratis. 

Era reformasi dianggap sebagai era baru demokratisasi di Indonesia. 
Diterapkannya pemilihan umum langsung oleh rakyat sejak tahun 1999, 
tumbuhnya kekuatan check and balance dari masyarakat madani, dilakukannya 
desentralisasi pemerintahan, komitmen melaksanakan reformasi birokrasi, 
tumbuhnya kelembagaan demokrasi, tersusunnya strategi pemberantasan korupsi, 
serta terbukanya ruang kebebasan berpendapat, berserikat dan berorganisasi telah 
menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di 
dunia.

Kondisi tersebut merangsang lembaga-lembaga keuangan multi-nasional, 
lembaga donor, LSM asing, dan pemerintah negara barat untuk berbondong-
bondong memberikan bantuan demi percepatan praktik demokratisasi sekaligus 
keluar dari krisis ekonomi politik yang berkepanjangan. Sejumlah danapun mengalir 
ke negeri ini dengan jumlah yang cukup besar yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam bentuk program-program yang dilabeli pengentasan kemiskinan, penguatan 
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tata pemerintahan, penguatan masyarakat madani, pemberantasan korupsi, 
percepatan pembangunan milenium, dan lain-lain.

Salah satu agenda reformasi yang cukup populer dan banyak didesak oleh 
organisasi masyarakat madani di Indonesia, lembaga keuangan multi-nasional, 
negara dan lembaga asing pemberi bantuan adalah agenda reformasi birokrasi. 
Mereka meyakini bahwa reformasi birokrasi akan terwujud melalui penerapan 
model tata pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten pada 
semua tingkatan pemerintahan.

Sejak saat itu, good governance menjadi istilah yang sangat populer dan banyak 
diucapkan oleh berbagai kalangan, mulai dari lembaga asing, organisasi masyarakat 
madani, akademisi, politisi hingga aparatur pemerintahan di berbagai tingkatan.
Good governance diyakini mereka sebagai resep mujarab untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan korupsi-kolusi-nepotisme, penyalahgunaan kewenangan dan 
jual beli jabatan, serta praktik ketidakadilan dalam proses peradilan. 

Berbagai aturan perundang-undangan hingga rencana strategis dan taktis terkait 
implementasi good governance tidak hentinya diproduksi oleh para pengambil 
kebijakan negara, bahkan hingga sekarang. Demikian pula “proyek-proyek” 
implementasi good governance baik yang dibiayai oleh negara maupunlembaga 
asing marak dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai 
pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa.

* * * * *

Diyakini sebagai gagaran pembaruan dalam tata pemerintahan, di awal era 
reformasi, berbagai kelompok masyarakat madanidan lembaga donor mendesak 
Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan konsep good governance.
Konsep ini diyakini dapat menjadi obat mujarab dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan tata kelola pemerintahan sebagaimana terjadi pada era sebelumnya 
menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Sebagai seorang praktisi pemerintah, Dadang Solihin dalam tulisannya 
memaparkan tentang keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan good 
governance. Good governance diartikan sebagai suatu “processing box” dalam 
proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Dengan demikian, 
implementasi kebijakan dan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lebih 
efisien dan efektif serta tepat sasaran serta meminimalisasipraktik penyelewengan 
dana pembangunan.

Bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan good governance 
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dilakukan dengan tiga cara: pertama, menggunakan prinsip-prinsip good 
governance sebagai salah satu instrumen dalam menetapkan prioritas pembangunan 
nasional, baik dalam perencanaan pembangunan jangka menengah ataupun jangka 
panjang. Kedua, membentuk Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional 
Tata Pemerintahan yang Baik di bawah koordinasi Bappenas yang bertugas 
untuk memastikan praktik good governance di tingkat pusat dan daerah berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Ketiga, menyusun Good Governance Index 
(GGI) sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan good 
governance di tingkat daerah.

Jika mencermati hasil GGI, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 
pemerintah dan pemerintah daerah, jumlah kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu serta hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi sampai saat ini, praktik good 
governance di Indonesia menunjukkan perkembangan yang  baik dan berada pada 
jalur yang benar.

Namun demikian, penulis menilai bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi 
oleh pemerintah dalam pelaksanaan good governance tersebut, khususnya dari 
kalangan internal pemerintah itu sendiri. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya 
adalah: masih terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan program/
kebijakan pemerintahan karenalemahnya fungsi monitoring dan evaluasi internal 
pemerintah, masih adanya oknum birokrat yang melakukan praktik korupsi, masih 
adanya tumpang tindih peraturan pemerintah pusat dan daerah, budaya kerja 
pemerintah yang masih jauh dari prinsip profesionalisme, serta kualitas pelayanan 
publik yang masih jauh dari harapan.

Pada akhir tulisannya, diungkapkan bahwa berbagai permasalahan dan 
tantangan dalam implementasi good governance seharusnya dapat dijawab melalui 
keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi.Selain itu, 
pemerintah juga diharapkan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan–
kebijakan yang sudah pernah dibuat.

* * * * *

Salah satu prinsip good governance yang pada awal kemunculannya marak 
didorong oleh berbagai pihak untuk dipraktikkan adalah prinsip partisipasi. Nurul 
Widyaningrum dalam tulisannya mencoba mendalami sejumlah tantangan dalam 
mendorong proses partisipasi yang betul-betul bermakna, yaitu partisipasi yang 
betul-betul melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan 
dampak positif bagi warga, terutama dalam proses formal seperti Musyawarah 
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Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Implementasi prinsip partisipasi yang diuraikan dalam tulisan ini  dikaitkan 

dengan konteks desentralisasi yang menjadikan pemerintah daerah sebagai 
ujung tombak pelayanan. Merujuk pada beberapa hasil studi AKATIGA, penulis 
mencoba memperlihatkan beberapa contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam 
melakukan inisiatif atau inovasi perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan dasar serta pengembangan ekonomi lokal yang berpihak kepada 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin.Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah tersebut tidak sedikit yang menginspirasi terjadinya beberapa 
perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Meskipun demikian, merujuk pada hasil penelitian AKATIGA, pelayanan 
publik yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu beriringan dengan perbaikan 
tata kepemerintahan berdasarkan karakteristik good governance sebagaimana 
terjadi di Jembrana dan Kebumen. Strong leadership dan tradisi partisipasi warga 
yang kuat menjadi faktor yang menentukan berjalan baik atau tidaknya tata 
pemerintahan.

Di Indonesia, dalam satu dasawarsa terakhir, partisipasi warga diwujudkan 
melalui kombinasi dua pendekatan mengutip Gaventa dan Valderama, 1999, 
yaitu partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi individu dan kelompok 
dalam pembangunan yang awalnya lebih condong pada program-program non- 
pemerintah (partisipasi sosial), tetapi kini mulai diadopsi oleh pemerintah sebagai 
mekanisme dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan 
pembangunan (partisipasi politik).

Partisipasi sosial dan politik warga adalah salah satu elemen kunci dalam 
good governance. Reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik tidak bisa 
hanya mengandalkan inovasi kepala daerah, tetapi harus didukung oleh kuatnya  
partisipasi langsung dari warga.

Beberapa contoh yang disampaikan membuktikan bahwa kondisi di atas 
lebih realistis dan efektif jika terjadi di tingkat pemerintahan desa/kelurahan 
dan kabupaten/kota. Hal ini dapat terjadi karena pada tingkat tersebut interaksi 
langsung antara pemerintah dengan warganya - karena kedekatan wilayah -
mungkin dilakukan secara intensif.Salah satunya melalui media Musrenbang.

Hak partisipasi warga dalam Musrenbang dilindungi dan diatur dalam beberapa 
produk peraturan perundang-perundangan mulai dari tingkat nasional hingga 
tingkat daerah. Regulasi-regulasi tersebut menyebutkan bahwa Musrenbang 
merupakan forum lintas-pelaku yang melibatkan seluruh komunitas masyarakat 
dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang mulai 
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dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional.  
Meskipun hak partisipasi warga dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan 

telah dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam 
pelaksanaannya hal itu masih belum dapat berjalan dengan mulus. Terdapat 
beberapa tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan partisipasi tersebut, 
khususnya terkait dengan kualitas partisipasi dan kualitas hasil partisipasi.

Pada aspek kualitas partisipasi, keterlibatan warga dalam proses formal seperti 
Musrenbang sering terbatas pada kelompok elite warga. Sementara itu, keterlibatan 
warga mayoritas biasa dan kelompok marjinal masih sangat terbatas.Pada beberapa 
wilayah bahkan ditemukan bahwa mereka seringkali tidak mendapatkan informasi 
tentang kegiatan tersebut.

Dari aspek kualitas partisipasi, kendala dan tantangan lainnya terkait dengan 
kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi proses Musrenbang. Kuatnya 
kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi dan dukungan cara pengorganisasian 
yang tepat diyakini dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang dihasilkan, 
memperluas cakupan partisipasi, serta mengatasi dominasi kelompok elite. 
(AKATIGA, 2010; Suhirman dan Djohani, 2011)

Kendala dan tantangan pada aspek kualitas hasil partisipasi , mengutip Suhirman 
dan Djohani (2011), diantaranya terkait dengan keengganan dari SKPD untuk 
mengadopsi usulan yang dihasilkan dari proses perencanaan dari desa/kelurahan. 
Hal ini terjadi antara lain karena adanya anggapan bahwa usulan desa dianggap 
kurang memenuhi standar, tidak konsisten dengan perencanaan kabupaten/kota, 
terlalu kecil untuk dapat diadopsi, terbatasnya dana yang dimiliki SKPD, cenderung 
berorientasi ke dalam, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan wilayah lainnya. 
Karena itulah, SKPD lebih memilih untuk memprioritaskan usulan rencana 
kegiatan yang telah mereka buat sendiri.

Kondisi di atas mendorong timbulnya kejenuhan warga untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan. Proses yang berjenjang dan bertingkat serta kecilnya 
peluang usulan program dari masyarakat untuk diakomodasi oleh pemerintah telah 
memunculkan distrust, pesimisme, dan antipati warga mayoritas dan kelompok 
marjinal terhadap proses Musrenbang.Warga kemudian lebih mempercayai jalan 
by pass dengan mengusulkan secara langsung kebutuhan dan keinginannya 
kepada anggota  dewan atau beberapa pejabat pemerintah yang diyakini dapat 
“memuluskan” usulannya,meskipun tidak sedikit yang harus memberikan “uang 
muka” sebagai tebusan untuk “mencairkan” program/kegiatan ataupun dana 
“disunat” ketika usulan warga tersebut berhasil direalisasikan.

Pada akhir tulisannya, penulis melontarkan pertanyaan yang cukup sulit untuk 
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dijawab, yaitu “Apakah dampak dari upaya untuk meningkatkan partisipasi 
warga sebagai bagian dari upaya mendorong tata kepemerintahan yang baik?” . 
Pertanyaan ini tampaknya sengaja dilontarkan didasari pengamatan  atas fenomena 
persoalan kemiskinan yang masih cukup besar di negeri ini, bahkan diantaranya 
terjadi di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi warga yang dinilai cukup baik.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis  mencoba menampilkan beberapa 
hasil kajian tentang hubungan antara partisipasi dengan dampak dan luarannya 
terhadap pembangunan yang dilakukan oleh para pakar dan akademisi.Terdapat tiga 
kesimpulan yang berbeda dan bahkan diantaranya ada yang saling kontradiksi.

Gaventa dan Barret (2010) menyebutkan bahwa partisipasi berhubungan dengan 
dampak dan luaran pembangunan. Pendapat ini berbeda dengan yang diutarakan 
Mansuri dan Rao (2004) yang menyatakan bahwa tidak ada satu penelitianpun 
yang dapat menunjukkan hubungan sebab akibat dari luaran (pembangunan) 
dengan elemen partisipasi dalam proyek pembangunan berbasis komunitas.

Beberapa pakar malah memiliki pandangan yang lebih skeptik tentang dampak 
partisipasi terhadap pembangunan. Diantaranya menyebutkan alasan masih 
dominannya kooptasi elite, rendahnya kapasitas partisipasi, serta dominasi faktor 
lain.  (Bonfiglioli, 2003; Golooba-Mutebi, 2004; Crook dan Sturla Sverrisson, 
2001 dalam Gaventa dan Barret, 2010)

Pandangan yang lebih optimis diantaranya diungkapkan oleh Gaventa dan Baiocchi 
yang menyatakan bahwa partisipasi telah meningkatkan kepercayaan diri kelompok 
masyarakat yang semula termarjinalkan, keterlibatan politis yang lebih besar terkait 
dengan berubahnya prioritas-prioritas pembangunan, perubahan perilaku di aparat 
pemerintahan dan kelompok elite intelektual (Gaventa, 2006  dalam Gaventa dan 
Barret, 2010), asosiasi yang kuat dengan pengurangan kemiskinan secara ekstrem 
(Baiocchi dkk, 2006 dalam Gaventa dan Barret, 2010).

Penulis berpendapat bahwa pada praktiknya, pertanyaan mengenai dampak 
partisipasi terhadap kesejahteraan warga masih relatif sulit dijawab mengingat 
keterbatasan kajian yang ada, khususnya untuk konteks Indonesia. Meskipun 
demikian, penulis meyakini, berdasarkan hasil kajian para pakar tersebut, 
pelibatan warga dipandang berkontribusi secara positif dalam mengonstruksi 
kewarganegaraan, memperkuat praktik-praktik partisipasi, membangun negara 
yang lebih responsif, atau membangun masyarakat yang lebih inklusif dan kohesif.   
Namun, penting untuk melihat pada konteks mana dan dengan cara apa pelibatan 
warga dapat memberikan hasil yang positif atau negatif.

* * * * *
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Good governance, sebagai sistem organisasi dan manajemen pemerintahan, 
diharapkan tampil dengan susunan organisasi pemerintahan yang sederhana. Selain 
itu, diwujudkan pula dalam bentuk agenda kebijakan yang tepat, pembagian tugas 
kelembagaan yang jelas, kewenangan yang seimbang, personil yang profesional, 
prosedur pelayanaan publik yang efisien, kelembagaan pengawasan yang 
mantap, dan sistem pertanggungjawaban yang tegas. Sebagai sistem manajemen 
pemerintahan, pengembangan dan penerapan nilai dan prinsip good governance 
harus dilaksanakan secara sistematis serta memiliki visi, misi, strategi, dan 
kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa.

Dalam rangka perwujudan good governance, reformasi sistem birokrasi harus 
dapat menyentuh semuapilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur 
“organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia” yang didasarkan nilai dan 
prinsip good governance. Nilai dan prinsip tersebut harus merupakan komitmen 
dan melekat pada setiap individu dan institusi sesuai posisi dan peran masing-
masing pemangku kepentingan di negeri ini. Tanpa konsensus, kompetensi, dan 
komitmen bersama, good governance tidak mungkin dapat terwujud sebagai sistem 
penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. (Mustopadidjaja, 2001)

Tjahjanulin Domai dalam tulisannya mengangkat tiga kecenderungan dalam 
implementasi reformasi birokrasi. Tiga kecenderungan tersebut adalah: pertama, 
negara tetap mempertahankan ideological roots of Weberian bureaucracy yang 
bertitik tekan kepada kekuatan di dalam hierarki, status, kontrol, dan otoritas serta 
orientasinya mengarah pada tercapainya efisiensi. Kedua, kecenderungan untuk 
mengarahkan birokrasi kepada political govern dengan orientasinya peraturan 
sebagai instrumen untuk perubahan yang menitikberatkan kepada hasil. Dan 
ketiga, tuntutan birokrasi harus market-oriented dari administrasi publik dengan 
penekanan kepada diferensiasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan administrasi publik, identitas dan fokus administrasi publik, 
serta birokrasi publik yang banyak dikupas dalam tulisan ini, menghasilkan 
kesimpulan sebagai berikut: pertama, peningkatan peran administrasi publik 
hanya dapat dilakukan dengan cara mereformasi kinerja sektor publik dengan 
cara mempengaruhi “public mal-administration”, patologi birokrasi, efektivitas 
kebijakan publik, produktivitas investasi publik, serta manajemen publik. Kedua, 
pendekatan studi kebijakan publik atau administrasi publik, selain menggunakan 
sistem administrasi publik dan budaya tertentu, perlu juga menggunakan  perspektif 
global. Selain itu, salah satu identitas dari administrasi publik yang perlu dibahas 
adalah public administration, bukan hanya government administration. Ketiga, 
fenomena publik terhadap birokrasi yang identik dengan ketidakmampuan untuk 
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melakukan hal-hal yang dianggap tepat bagi publik. Fenomena lainnya adalah 
persepsi publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi yang dianggap 
tidak disiplin dalam waktu, berbelit-belit dalam prosedur, serta  boros dalam 
memanfaatkan sumberdaya. Keempat, tuntutan untuk melepaskan diri dari konsep 
administrasi publik yang berbasis “ideological roots of Weberian bureaucracy, 
politics govern” menuju administrasi publik yang berbasis “market-oriented public 
administration”. 

* * * * *

Empat belas tahun sesudah reformasi digulirkan, praktik korupsi malah 
semakin menggurita. Aparatur birokrasipun terlihat semakin arogan dan tertutup 
yang mengakibatkan praktik pelayanan publik tidak berjalan baik.Selain itu, 
pengelolaan anggaran negara semakin tidak efisien dan cenderung menguntungkan 
penyelenggara negara.

Praktik jahat lainnya yang masih terjadi adalah kolusi antara aparat pemerintah-
politisi-aparat hukum-pengusaha dalam penyelesaian beberapa kasus hukum. Hal 
ini mengakibatkan proses peradilan dirasakan masih cenderung berpihak pada 
penguasa dan pemodal. Maraknya kolusi dan suap untuk meloloskan keluarga 
dan kolega dalam menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan serta 
mentalitas korup dan pragmatis para penyelenggara negarapun masih sangat kental 
dirasakan.

Lebih parah lagi, mentalitas korup dan pragmatis ini merambah hingga lapisan 
masyarakat akar rumput.Praktik money politics dalam Pemilu, implementasi 
program Bantuan Langsung Tunai dan Raskin, sedikitnya koruptor kelas kakap 
dan kelas teri telah ditangkap dan diadili, sedikitnya pengaduan dan pelaporan 
masyarakat atas praktik KKN yang ditindaklanjuti aparat hukum serta tidak 
konsistennya implementasi aturan perundang-undangan disinyalir telah membuat 
masyarakat menjadi frustasi atas perbaikan tata kelola negara di negeri ini. Hal 
ini menyebabkan terjadinya “pemakluman” dan “pembiaran” dari sebagian 
masyarakat atas praktik-praktik jahat tersebut.

Apakah sejauh ini implementasi good governance berdampak pada perbaikan 
tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat?

Jika merujuk pada uraian sebelumnya, sampai dengan saat ini, Pemerintah 
Indonesia tampaknya masih tersandera oleh paradigma dan skenario global untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar.Pemerintah lebih 
sigap mengejar pertumbuhan ekonomi dengan memberikan beberapa kemudahan 
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dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk merangsang masuknya investasi 
ketimbang menyelesaikan persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran 
yang terjadi di sebagian besar wilayah negeri ini. Laporan Data Sosial Ekonomi 
Edisi April 2012 yang diterbitkan BPS memperlihatkan bahwa 29,89 juta rakyat 
Indonesia (12,36%) masih berada di bawah garis kemiskinan; dan 18, 94 juta 
penduduk diantaranya berada di pedesaan.

Sementara itu, perbaikan tata kelola pemerintahan tampaknya masih berjalan 
tersendat-sendat.Hal tersebut tergambar setidaknya dari hasil surveidan penilaian 
yang dilakukan oleh beberapa lembaga (asing) atas kinerja pemerintahan di negeri 
ini. Hasil Indeks Persepsi Korupsi tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Transparency 
International memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 100 dari 
183 negara terkorup di dunia. Selain itu, data Worldwide Governance Indicators 
Project tahun 2010 yang diselenggarakan oleh World Bank Institute, pada aspek 
Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness), Indonesia masih tergolong 
rendah dan berada pada peringkat 109 dari 212 negara. Democracy Index tahun 
2011 yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit, menempatkan Indonesia 
pada peringkat 60 dari 167 negara dengan nilai total 6,53 dan masuk ke dalam 
kelompok negara dengan kategori Flawless Democracy. Data-data di atas 
membuktikan bahwa tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal upaya 
pemberantasaan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

* * * * *

Harus diakui sejujurnya bahwa praktik good governance sebagai bagian dari 
diskursus demokratisasi di Indonesia tumbuh seiring dengan diterapkannya sistem 
liberalisasi ekonomi dan menumpuknya hutang luar negeri. Demokratisasi dan 
good governance seolah-olah menjadi kemasan dari agenda liberalisasi pasar dan 
privatisasi yang dipromosikan oleh pihak asing.

Sejumlah program bantuan pendanaan dari negara asing dan lembaga multi-
nasional (sebagian besar berupa utang luar negeri) sejak Orde Lama hingga Era 
Reformasi menjadi perangkap yang cukup efektif untuk menjerat Pemerintah 
Indonesia dengan dalih membantu menyelesaikan dampak krisis. Program-program 
tersebut tentunya sejalan dengan kepentingan global dalam memperkuat praktik-
praktik liberalisasi dan privatisasi ekonomi melalui pelemahan peran negara, 
penguatan partisipasi rakyat terhadap negara, pelibatan swasta dalam mengatur 
pasar, dan pengelolaan sumber daya strategis.

Pada masa pemerintahan SBY, kontrol negara dan korporasi asing masih 
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sangat jelas dirasakan. Masih terjadinya privatisasi BUMN, penguasaan sumber 
daya alam strategis oleh korporasi asing, harga kebutuhan pokok rakyat yang tidak 
terkendali, praktik pengurangan subsidi listrik dan BBM mempertegas posisi SBY 
yang tidak bisamelepaskan diri dari belenggu kepentingan asing. 

Perubahan kelembagaan demokrasi yang terjadipun belum mencerminkan 
terwakilinya kepentingan-kepentingan rakyat banyak, bahkan cenderung artificial. 
Malah, yang terjadi justru bias pada kepentingan melanggengkan posisi kelompok 
elite masyarakat yang telah berkuasa selama ini. Lebih parah lagi, politik 
transaksional untuk memperoleh kekuasaan seolah-olah merupakan sesuatu yang 
lumrah dan legal.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia benar-benar telah berada 
dalam lingkaran arus sistem ekonomi global. Korporasi global menganggap 
Indonesia merupakan pangsa pasar potensial dan sumber tenaga kerja murah 
mengingat jumlah penduduknya yang banyak dan tingkat pendidikan dan life skill 
rakyatnya cukup rendah. Di sisi lain, kekayaan alam yang melimpah dianggap 
sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku yang potensial untuk dieksploitasi.  

Fenomena-fenomena di atas dikupas secara mendetil dalam tulisan Ari 
Nurman. Dalam tulisan ini diungkap berbagai fakta dan data yang menunjukkan 
adanya arus deras fenomena “pelemahan” negara dan “pengambilalihan” peran 
institusi negara. Fenomena “pelemahan” dan “pengambilalihan” ini dilakukan 
oleh kelompok masyarakat madani dan korporasi yang terjadi di berbagai belahan 
dunia, baik karena dorongan dari dalam ataupun luar negeri.

Sebagaimana dinyatakan oleh Large dan Mawdsley (2004), Indonesia 
merupakan bukti nyata dan sempurna bahwa arus globalisasi neo-liberal telah 
berhasil mempengaruhi governance domestik negara ini. Kelompok masyarakat 
madani lokalpun mempunyai keterkaitan langsung, bahkan mendukung dan terlibat 
dalam melaksanakan agenda tersebut.

Mengapa pemerintah lemah dalam merespons dampak buruk globalisasi 
sehingga mudah didikte bahkan diambil alih perannya? Jawaban atas pertanyaan 
ini  dipaparkan penulis dengan mengungkap beberapa kemungkinan yaitu: 1) 
lemahnya kapasitas dan moral pemerintah, 2) krisis ekonomi global telah memaksa 
pemerintah menerima apapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan asing 
dalam menstabilkan dan memulihkannegara ini pasca-krisis, 3) pemerintah setuju 
dan sejalan dengan agenda-agenda asing, dan 4) ketiga kemungkinan sebelumnya 
bukanlah diskrit, tapi merupakan sebuah evolusi tahapan pengambilalihan 
penguasaan negeri ini oleh komponen asing. 

Sebenarnya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk membendung 
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dampak buruk globalisasi dan mengembalikan wibawa pemerintah dan kedaulatan 
negara. Upaya-upaya tersebut diantaranya berupa: pelunasan hutang ke IMF 
(walaupun kemudian ditutup dengan hutang dari sumber lainnya), program asing 
harus melalui mekanisme formal yang telah diatur dalam regulasi yang telah ada, 
serta program dan dana asing yang masuk ke Indonesia harus melalui persetujuan 
pemerintah pusat, dalam hal ini Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, 
dan Kementerian Keuangan serta Bappenas. 

Di akhir tulisannya, dinyatakan bahwa kuatnya tekanan arus globalisasi 
memang tidak terhindarkan. Oleh karenanya, khususnya bagi kelompok masyarakat 
madani, harus menjadi pemimpin dalam governance domestik sendiri.Kelompok 
masyarakat madani harus mampu mengarahkan governance di Indonesia ke arah 
‘good’ governance versi sistem nilai sendiri, bukan hanya “menjiplak” pengalaman 
bangsa lain, apalagi dijadikan kendaraan untuk memuluskan kepentingan global 
governance.

Hal di atas mungkin dapat terjadi jika kelompok masyarakat madani dapat 
terlibat secara aktif mengatur/governing globalization. Dan kalaupun tidak mampu, 
setidaknya, dapat terlibat dalam perumusan-perumusan ethical globalization.

* * * * *

Beberapa kalangan berpendapat bahwa good governance dianggap bukan 
lagi sebagai sebuah solusi atas perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan.
Pada praktiknya, good governance dianggap hanya menguntungkan kelompok-
kelompok tertentu.

Kritik paling keras terhadap konsep good governance pernah dilontarkan 
oleh mantan Presiden Tanzania Julius K. Nyerere dalam kesempatan Konferensi 
PBB tentang Governance di Afrika pada tahun 1988. Nyerere dengan lantang 
menyebutkan bahwa good governance adalah konsep imperialis dan kolonialis.
Beliau menyatakan bahwa good governance dipaksakan untuk diterapkan 
kepada negara berkembang dan kurang berkembang di Afrika sebagai bagian 
dari ekspansi kepentingan industrialisasi negara-negara Barat dan korporasi 
global. Menurutnya, lembaga-lembaga donor dan negara-negara Barat telah 
memberikan penilaian buruk kepada pemerintah di negara-negara Afrika dan 
memutuskan untuk diperbaiki dengan cara merasionalisasi lembaga negara dan 
administrasi publik, mengembangkan sektor bisnis swasta melalui privatisasi, 
dan lain-lain (Farazmand, 2004).

Kritik atas good governance ini semakin menguat dan menginspirasi kemunculan 
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konsep sound governance sebagai konsep tandingan. Sound governance pertama 
kali dipopulerkan oleh Ali Farazmand melalui bukunya yang berjudul Sound 
Governance: Policy and Administrative Innovations pada tahun 2004. Resensi 
dan ringkasan atas buku tersebut dipaparkan cukup gamblang dalam tulisan Pius 
Widyatmoko.

Pada tahun 2011, Dr. Tjahjanulin Domai, MS menuliskan gagasannya tentang 
Sound Governance pada buku dengan judul yang sama. Dalam bukunya, Tjahjanulin 
Domai mempertegas pendapat Ali Farazmand atas konsep good governance yang 
berfokus pada tiga komponen yaitu negara, masyarakat madani, dan swasta.Ali 
Farazmand menilai bahwa terdapat sebuah kekuatan besar dan penting yang 
diabaikan dalam penerapan konsep good governance di negara berkembang dan 
kurang berkembang, yaitu struktur kekuatan global (negara barat) dan korporasi 
transnasional. Kedua kekuatan inilah yang selama ini paling mempengaruhi 
kemajuan pada sektor politik, ekonomi, dan budaya di negara-negara berkembang 
dan kurang berkembang.

Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem 
pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, dan tanpa cacat secara 
ekonomi, finansial, politik konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, 
dan etika, tetapi juga jelas secara internasional/global dalam interaksinya 
dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang 
independen dan mandiri.

Sound governance merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan 
kinerja organisasi dan manajerial yang jelas dan bukan hanya kompeten dalam 
perawatan, tapi juga antisipatif, responsif, akuntabel,transparan, korektif, 
dan berorientasi jangka panjang meskipun operasinya dalam jangka pendek. 
(Domai, 2011)

* * * * *

Pada akhir tulisan ini, sebagai kesimpulan, penulis berpendapat bahwa hingga 
saat ini program dan kebijakan pemerintah dinilai belum memberikan dampak yang 
berarti terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah 
tampaknya tidak kuasa untuk tidak “melayani”  dan “memenuhi” kepentingan-
kepentingan asing dengan mengatasnamakan “good governance”, daripada 
“melayani”, “memenuhi”, dan “melindungi” kepentingan rakyatnya.

Padahal, pemerintah diberi amanat untuk secepat mungkin mengimplementasi
kan agenda-agenda demokratisasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam 
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Amandemen UUD 1945.Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan 
bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengarahkan 
semuakegiatan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kondisi di atas masih dapat diperbaiki jika pemerintah memiliki keseriusan 
dan konsistensi untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat, khususnya terkait 
agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance yang 
sejati.

Selain itu, peran administrasi publik perlu ditingkatkan dengan cara mereformasi 
kinerja sektor publik dengan menghilangkan “public mal-administration”, patologi 
birokrasi, inefektivitas kebijakan publik, investasi publik yang tidak produksif, 
serta manajemen publik yang buruk. Reformasi administrasi publik tersebut dapat 
terwujud jika pemerintah mampu melepaskan diri dari konsep administrasi publik 
yang berbasis “ideological roots of Weberian bureaucracy, politics govern” menuju 
administrasi publik yang berbasis “market-oriented public administration”.

Pada sisi lain, ruang-ruang partisipasi sosial dan politik warga perlu dilindungi 
dan dibuka lebar serta didukung oleh leadership dan komitmen yang kuat dari 
para pemangku kepentingan di negeri ini. Kapasitas dan moral pemerintah perlu 
diperkuat untuk mempertahankan wibawa dan kedaulatan negara dan membebaskan 
diri dari tekanan kuat globalisasi melalui agenda-agenda global governance-nya.

Bagaimanapun, nilai dan prinsip dalam good governance mengandung nilai dan 
prinsip kebaikan;.yang perlu disesuaikan hanyalah pada implementasinya. Oleh 
karenanya, praktik good governance sangat perlu ditata ulang dan disesuaikan 
dengan sistem nilai ke-Indonesia-an. Dengan meminjam anekdot umum yang 
dikutip Ari Nurman, “Think globally, act locally!”

* * * * *

					           Bandung, 16 September 2012

						      Donny Setiawan - Redaksi
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The 1997 economical crisis that hit several ASEAN countries has become 
a starting point for the emergence of such a huge change in the political, 
economic, legal, and governmental systems in those countries.  The 

Reform has marked a significant change in Indonesia following the fall of the 
authoritarian regime of the New Order in the year 1998.  From that point onward, 
there have been great changes in political, economic, and government practices, 
from a dictatorship model to a more democratic style. 

The Reform era is considered as a new era of democratization in Indonesia. 
The implementation of direct voting since 1999, the growing power for checks 
and balances from the civil society, the implementation of the government 
decentralization policy, the commitment to apply reforms in the bureaucracy, the 
emergence of democratic institutions, the establishment of a corruption erradication 
strategy, room for freedom of expression, association and organization have 
strengthened the position of Indonesia as one of the world’s largest democratic 
countries.

The above-mentioned conditions have encouraged multi-national financial 
institutions, donor agencies, foreign NGOs, and government of Western countries 
to provide assistance in the accelaration of democracy practices, as well as 
overcoming the prolonged financial and political crisis. A large amount of funds 
has flown into the country which was then translated into programs labeled as 
poverty alleviation, reinforcement of good governance, empowering the civil 
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society, eradication of corruption, acceleration of the millennium development, 
and others. 

Civil society organizations in Indonesia, multi-national financial institutions, 
foreign countries and institutions have put pressures on one of the popular reform 
agendas, the bureaucratic reform. They believe that bureaucratic reform can be 
realized through the consistent implementation of a good governance model at all 
government levels.

Good governance has become a popular term and is often used by various 
circles, from foreign institutions, civil society organizations, academicians, 
politicians and even different levels of government apparaturs. Good governance 
is believed as an effective tool to solve problems related to corruption, collution, 
and nepotism; misuse of power and authority, and “trading of positions”, as well 
as unjust practices in adjudicative processes.    

State policy makers have continuously been working on producing various 
kinds of legislations, strategic plans and tactics related to the implementation 
of good governance. In addition, there have been many projects funded by the 
state as well as foreign institutions, dedicated to the implementation of good 
governance at different government levels, from the central up to the village level 
of government.

* * * * *

At the early stages of the reform era, different groups of the civil society 
together with donors urged the Indonesian government to implement the concept 
of good governance which was believed as one of the agendas of the reform. They 
believed this concept could be used as an effective tool in solving different kinds of 
problems related to the governance of the earlier government in the previous era, 
gearing towards a clean, effective and efficient government.    

One of the goverment practitioners, Dadang Solihin mentioned in his article 
about the seriousness of the Indonesian Government in applying good governance. 
Good governance is seen as a “processing box” in the process of policy formulation 
and implementation by the government. As a result, the implementation of the 
policy and development can be done in a more efficient and effective way, be right 
on target; at the same time minimize the fraudulent use of development funds.  

The seriousness of the Indonesian Government in implementing good 
governance can be applied through the following steps: firstly, applying the 
principles of good governance as one of the instruments in establishing the priorities 
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of national development, both in the medium and long term development plan.  
Secondly, establishing the Secretariat for the Good Governance National Policy 
Development Team under the National Planning Agency (Bappenas), vested with 
the responsibility to ensure that the implementation of good governance practices 
at the central as well regional levels is applied according to expectations. Thirdly, 
setting up a Good Governance Index (CGI) that can be used as an instument to 
assess and evaluate the success of good governance implementation at the regional 
level.  

Taking a closer look at the results of GGI, inspections and investigations 
of Financial Supervisory Board (BPK) on the central and regional government 
financial reports, numbers of institutions for One Door Integrated Service System, 
review on current Corruption Perception Index (CPI), there is an indication that 
good governance in Indonesia is growing well and is on the right track.  

However, the writer is of the opinion that the government still has to face 
many challenges in its efforts to implement good governance, especially within 
the internal circles of the government itself. Some of the challenges mentioned 
among others include: inefficiencies and ineffectiveness in applying government 
programs/policies due to the weak monitoring function and government internal 
evaluation, corrupt bureaucratic individuals, overlapping of the central and 
regional government regulations, government work practices and culture, together 
with the quality of public services that are still below expectation and far from the 
principles of professionalism.     

Finally, the article reveals that the government’s seriuosness in carrying out the 
agenda of bureacratic reform should have been adequate to answer the problems 
and challenges in implementing good governance. In addition, the government is 
also expected to be consistent in implementing the policies that they have already 
made.  

* * * * *

One of the good governance principles, which at its early stage was very much 
suppported by various parties to be put into practice, is the principle of participation. 
In her paper, Nurul Widyaningrum, tried to provide a deeper understanding on 
a number of challenges in the process of encouraging a meaningful participation 
-  a participation that truly involves the citizens in decision making that will bring 
positive results to the citizens, especially in the formal process such as Council of 
Development Plans (Musrenbang).      
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The implementation of participation principles described here is related to the 
context of decentralization which renders the regional governments as front runners 
in the area of services.  Referring to several studies by AKATIGA, the writer tried 
to show a number of achievements by the regional governments in carrying out the 
initiatives or innovations in the changes of policies for the improvement of basic 
service quality and development of local economy favoring the society, especially 
the lower income families. Innovations carried out by the regional governments 
have inspired some changes in the national government policies. 

However, based on the AKATIGA studies,  public services provided by the 
government are not always in line with improvements in governance based on the 
characteristics of good governance as shown in Jembrana and Kebumen. Whether 
or not good governance can be implemented, a strong leadership and tradition of 
public participation are the prominent determining factors. 

Quoting Gaventa and Valderama, 1999, public participation in Indonesia 
during the last decade is manifested in two types of approaches, namely social and 
political participations (inclusions). Initially, individuals and groups were more 
involved in non-governmental programs of developments (social participation/
inclusion);  however, the government now has adopted it as a mechanism in the 
decision making process as well as in the planning of development (political 
participation/inclusion). 

Public participations, both social and political, are one of the key elements in 
good governance. The bureaucratic reform and improvements in public services 
cannot merely depend on innovations from the heads of the regions; but have to 
get full support from public direct participation.

Several models presented have proven that the said conditions would be more 
realistic and effective when implemented at the village/sub-district and district/
municipality levels. Owing to a closer proximity of the regions, the governments 
can have a more intensive interaction with the people - one of them is through the 
Council of Development Plan (Musrenbang). 

Citizens’ right to participation in the Council of Development Plans 
(Musrenbang) is protected and regulated in several products of the laws and 
regulation from the national up to the regional levels. The said regulations define 
Musrenbang as a cross-implementor forum involving all society communities in 
the national planning process.  

However, the implementation does not run smoothly even though the citizens’ 
rights to influence the development policy have been protected and regulated in 
the laws and regulations. There are still some challenges and obstacles in efforts to 
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implement participation, especially those related to the quality of participation and 
quality of the results of participation.

The participation quality aspects indicate that public involvement in the formal 
process such as Musrenbang is often times limited to the elite groups.   Meanwhile, 
involvement of the majority of the common people and the marginal groups is still 
very limited. In certain regions it is found out that these people often times do not 
get any information on the activity.

The participation quality aspect faces another challenge and obstacle related to 
the government’s capability in facilitating the Musrenbang process.  It is believed 
that the government ability to facilitate and provide strong support for a proper 
organizing process can improve the quality of planning, expand the scope of 
participation, as well as overcome the domination of the elite group (AKATIGA, 
2010; Suhirman dan Djohani, 2011).

Quoting Suhirman and Djohani (2011), challenges and obstacles on the quality 
aspect of the participation result, among others, are related to the unwillingness 
of SKPD to adopt suggestions resulted from the village/sub-district planning 
process.  This is due to opinions that recommendations from the village are below 
standard, inconsistent with the region/municipality’s planning, too insignificant 
to be adopted,  the  SKPD (local government office) have limited funds, there is 
a tendency to be more internally-oriented without considering the needs of other 
regions. That is the reason SKPD prefers to give priority to the proposal of  their 
own work plan.  

This condition has triggered reluctancy among the people to participate in 
the development process. The multi-staged process and very slight opportunity 
for the people’s proposal to be accommodated by the government has resulted in 
distrust, pessimism, and antipathy from the majority of the people and marginal 
groups towards the Musrenbang process. People rely more on a by pass by directly 
voicing their needs and interests to members of the house of representatives or to 
regional officials who they believe can “pave the way”  for  their proposal, though 
many of them will have to give an “advance payment” as compensation  for the 
“disbursement” of the program/work plan fund, or there would be a cut in the 
amount of the fund once their proposal is successfully realized.     

The writer, at the end of the paper, comes up with a question that is quite hard to 
answer, “What is the impact of encouraging public participation as part of efforts to 
promote good governance?”. The question seems to be broached deliberately based 
on observations of the phenomenon of poverty problems still highly prevalent in 
this country, some of which even occur in regions with good public participation. 
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To answer the question, the writer tried to present a review on the relationship 
between participation and the impact and output on the development carried out 
by experts and academicians. There are three different conclusions, each of which 
is contradictory to the other.  

Gaventa and Barret (2010) says that participation is related to the impact and 
output of development. This is different from what Mansuri and Rao (2004) said 
that there is no single research that can indicate the causal relationship between the 
output of development and the element of participation in the community-based 
development projects.

Some experts even have a more skeptical opinion on the impact of participation 
on development.  Some mentioned the dominant cooptation among the elites, the 
low capacity of participation, and other dominant factors.  (Bonfiglioli, 2003; 
Golooba-Mutebi, 2004; Crook and Sturla Sverrisson, 2001 in Gaventa and Barret, 
2010)

Gaventa and Baiocchi proposed a more optimistic point of view, stating that 
participation has increased self-confidence of the society groups who were earlier 
being marginalized, greater political involvement related to changes in development 
priorities, change of behaviors among the government apparatus and intellectual 
elite groups (Gaventa, 2006 in Gaventa and Barret, 2010), strong association with 
extreme poverty alleviation (Baiocchi at al, 2006 in Gaventa and Barret, 2010).   

The writer is of the opinion that in practice, the question on the impact of 
participation on the welfare of the people is still relatively difficult to answer, 
considering the limited availability of reviews, especially in the Indonesian 
context. However, the writer believes, based on those experts’ reviews, that public 
involvement is considered to have a positive contribution in building citizenship, 
strengthening participation practices, developing the country more responsively, 
or developing a more inclusive and cohesive society. But, it is important to see 
in which context and in what way public participation  can bring a positive or 
negative results.

* * * * *

Good governance, as an organization and government management system is 
expected to result in a simple government organization. Besides, it is also expected 
to be manifested in a proper policy agenda, clear division of institutional duties, 
balanced authority, professional personnel, efficient public services procedures, 
strong supervisory institutions, and a strict system of responsibility. As a government 
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management system, the development and application of good governance values 
and principles have to to be systematically implemented based on proper vision, 
mission, strategy, and policy in facing the nation’s various problems.

In the realization of good governance, reform of the bureaucratic system has to 
touch all the supporting pillars and substantially cover the elements of  “organization, 
management and human resources” which is based on good governance values and 
principles. These values and principles must become a commitment and be inherent in 
each individual and institution in proportion with the position and role of the country 
stakeholders. Without everybody’s consensus, competency, and commitment, good 
governance can never be realized in the country’s administration system and national 
development.  (Mustopadidjaja, 2001)

Tjahjanulin Domai in his paper exposed the three tendencies in the 
implementation of bureaucratic reform. The three tendencies are: firstly, the state still 
holds on to the ideological roots of Weberian bureaucracy that focuses on the power 
within the hierarchy, status, control, and authority having the orientation towards 
the achievement of efficiency. Secondly, the tendency to lead the bureaucracy to 
political govern having its orientation to regulations as an instrument of change 
focusing on outcomes/results. And thirdly, public administration’s demand on 
the bureaucracy to be market-oriented with the emphasis on the differentiation of 
society’s interests and needs. 

Problems in public administration, identity and focus of public administration, 
inclusive public bureaucrats discussed here, have resulted in the following 
conclusions:  firstly, increase of the role of public administration can only be 
carried out by applying reforms to the public sector performance by influencing 
“public mal-administration”, bureaucratic pathology, public policy effectiveness, 
productivity of public investment, as well as public management. Secondly, 
approach to the studies of public policy or public administration, other than 
applying a certain public administration and cultural system, needs to also use a 
global perspective. In addition, one of the public administration identities that needs 
to be discussed  is public administration, not only government administration. 
Thirdly, public phenomenon towards the bureaucracy which is identical to the 
incapability to carry out necessary tasks that are considered appropriate for the 
public. Another phenomenon is public perception towards services provided by the 
bureaucracy which is considered to be indisciplined regarding time, full of red tape 
and complicated procedures, and inefficient in using resources. Forthly, demands 
to be released from the concept of public administration based on the “ideological 
roots of Weberian bureaucracy, politics govern” and moving towards a “market-
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oriented public administration” basis. 

* * * * *

Fourteen years after the reforms, corruption practices have increased and widely 
spread. The bureaucracy has become more arrogant and untransparent resulting in 
inefficiency in public services. Also, state budget management is becoming more 
inefficient with a tendency to favor those involved in the state management. 

Other corrupt practices still prevalent is collution among government 
apparatus – politicians – law enforcement officials – business people in 
finding resolutions in legal cases.   This has created an impression that 
judicial processes tend to be one-sided favoring the authorities and investors/
capitalists. Widespread collution and bribery to clear the way for family 
members and colleagues to be in key government positions, corrupt and 
pragmatic mental attidude of the state administrators are still prevalent.

Even worse is that corrupt and pragmatic mental attitude has reached the 
grassroots. Practices of money politics in the General Election, implementation 
of  Direct Cash Transfers (BLT) and Rice for The Poor (Raskin) programs, the 
very small number of large-scale and small-scale corruptors being imprisoned and 
brought to court, minimum complaints and reports from the society on practices 
of KKN that law enforcement officials have followed-up, inconsistencies in the 
implementation of the laws and regulations - all these have caused public frustrattion 
towards improvement of the country’s good governance.   All these have created a 
public attitude of “acceptance” and “letting sleeping dogs lie” towards those evil 
practices. 

Does the implementation of good governance have an impact on improving 
governance and welfare of the people? 

Referring to the earlier illustrations, it is clear that the Government of Indonesia 
is still bound to the global paradigm and scenario to achieve its economic growth 
through large-scale investments. Rather than concentrating on the problems of 
imbalance, poverty, and unemployment prevalent throughout the country, the 
Government is more active in pursuing its economic growth by providing facilities 
and infrastructures by inviting investors to come and invest.  A report on the 
Socioeconomic Data of April 2012 issued by BPS indicated that 29,89 million of 
the Indonesian population (12,36%) still live under poverty line; and 18,94 million 
of them live remote villages.

Meanwhile, improvements on governance seem slow and stagnant. Results 
of surveys and assessments of government performance carried out by foreign 
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agencies provide a picture of the current condition.  Results of survey on Corruption 
Perception Index of 2011 carried out by Transparency International indicated that 
Indonesia is ranked 100 out of 183 among most corrupt countries in the world. In 
addition, the following data from Worldwide Governance Indicators Project of 2010 
carried out by World Bank Institute, on the aspect of Government Effectiveness, 
proves that Indonesia’s position is still considered low and ranked 109 out of 212 
countries. The Democracy Index of 2011 issued by the Economist Intelligence 
Unit, put Indonesia at 60th rank out of 167 countries with a total score of 6,53, and 
is included in a group of countries with the category of   Flawless Democracy. The 
above data proves there have been no significant changes in the effort to eradicate 
corruption and improve governance within the Indonesian government.

* * * * *

It should be honestly admitted that the practice of good governance as part of 
the democratization discourse in Indonesia grows in line with the application of an 
economic liberalization system and accumulation of foreign debts. Democratisation 
and good governance is considered as a package for the market liberalization 
agenda and privatization promoted by foreign parties.

A number of funding programs from foreign countries and multi-national 
institutions (most of which are in the form of foreign debts), ever since the Old 
Order up to the Reform Era have become an effective trick to trap the Indonesian 
Government under the excuse of helping  to resolve the aftermath of crisis.    Those 
programs are, for certain, in line with the global interest in strengthening the 
practices of liberalization and economic privatization by weakening the role of 
the state, empowering public participation towards the state, involvement of the 
private sector in regulating the market, and management of strategic resources.

During SBY’s era, control of state and foreign corporations are still strong. 
Privatization of BUMN, control of strategic natural resources by foreign 
corporations, uncontrolled price of basic needs, programs for reducing electricity 
and fuel subsidy confirm SBY’s  position as not being free from the pressures of 
powerful foreign interests.  

Changes in democracy institutionalization do not reflect any representation of 
the public’s interests, it has a tendency to be artifical.  There is a bias towards 
preserving the position of certain elite groups that have been in power for so long.  
Even worse, the transactional politics to obtain power has become common and 
legal. 



xxviii JURNAL ANALISIS SOSIAL Vol. 17 No.1 September 2012

EDITORIAL

The situation shows that Indonesia is truly in the system of global economics. 
Global corporations see Indonesia as a potential market with cheap source of labor 
due to the number of the population, and low level of education and life skills. On 
the other hand, abundant natural resources is seen as potential raw material and 
basic commodities for exploitation.  

Ari Nurman’s paper discusses the above phenomena in detail. Facts and data 
disclosed indicate a strong phenomenon of “weakening” the state and “taking 
over” the role of state institutions. It is the civil society groups and corporations in 
different parts of the world that bring about the phenomena of “weakening” and 
“taking over”, both because of domestic and foreign drives. 

As Large dan Mawdsley (2004), stated, Indonesia is the perfect and genuine 
proof that neo-liberal globalization has been able to influence domestic governance 
of the country. Local civil society groups are directly related to, and even support 
and are involved in the agenda.

Why is the government incapable of responding to the negative impacts of 
globalization, rendering it easy to dictate and to have its role taken over?  The writer 
tries to  answer this question by disclosing several possibilities, namely:  1) a weak 
capacity and moral attitude of the government, 2) the global economic crisis that 
has forced the government to accept any terms to obtain foreign grants in an effort 
to stabilize and restore the after-crisis state condition, 3) the government agrees 
and complies with the foreign agendas, and 4) the previous three possibilities are 
not discreet, but are an evolution of the stages of taking over the power to rule the 
country by foreign bodies. 

The Government has actually taken some steps in an effort to prevent the 
negative impacts of globalisation and restore government authority and credibility, 
and the country’s sovereignty. These efforts include: paying off its debt to IMF 
(even though it was paid off by another debt from another source), foreign programs 
have to go through formal mechanisms set out in prevailing regulations, foreign 
programs and funds coming into Indonesia will have to go through the central 
government approval, in this case Secretary of the State, Ministry of Home Affairs, 
and Ministry of Finance as well as Bappenas.    

At the end of the paper, it is stated the strong power of globalization is 
unavoidable. Therefore, civil society groups in particular have to be leaders in 
domestic governance. Civil society groups have to be capable of leading the 
governance in Indonesia to the direction of ‘good’ governance using our own 
version, not “copying” other nations’ experiences, let alone be made a means to 
fulfill the interest of global governance.
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This is a plausible condition that the civil society groups can be actively involved 
in governing globalization. If not capable, at least be involved in the formulation 
of an ethical globalization.

* * * * *

Some are of the opinion that good governance is no longer regarded as a solution 
for improvements in the government administrative governance. In practice, good 
governance is considered beneficial for certain groups.

The strongest criticism toward the concept of good governance was once 
expressed by the former President of Tanzania Julius K. Nyerere in the UN 
Conference on Governance in Africa in 1988. Nyerere declared vocally that good 
governance is an imperialist and colonialist concept. He stated that good governance 
was imposed to be implemented in developing and less developing countries in 
Africa as part of an expansion of the industrialization interests of Western countries 
and global corporations. Donors and Western countries have given an unfavorable 
assessment to governments of African countries, and decided to improve them 
by rationalizing state institutions and public administration, expanding the private 
business sectors through privatization, and others (Farazmand, 2004).

Criticism on good governance has grown stronger and inspired the emergence of 
sound governance as a competing concept. Sound governance was first introduced 
and made popular by Ali Farazmand in his book Sound Governance: Policy and 
Administrative Innovations in 2004. Review and summary of the book is clearly 
exposed in the paper of Pius Widyatmoko.

In 2011, Dr. Tjahjanulin Domai, MS wrote his ideas on Sound Governance in a 
book with the same title. In his book, Tjahjanulin Domai confirmed Ali Farazmand’s 
opinion on the concept of good governance focusing on three components, namely 
the state, civil society, and private sector. Ali Farazmand mentioned a significant 
strong power being neglected in the implementation of good governance concept in 
the developing and less developing countries, which is the global power structure 
(western countries) and transnational corporations. These two powers have long 
been influencing advancement in the political, economic, and cultural sectors in 
developing and less developed countries.

The concept of sound governance is used to describe a government system 
that is not only democratically clear, and flawless in its economy, finances, politic 
constitution, organisation, administratiion, management, and ethics, but also 
internationally/globally clear in interactions with other countries and with parts of 
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its own government in an  independent way.
Sound governance reflects the function of governing and administration 

with a clear organizational performance and management, not only competent 
in maintenance, but is also  antisipative, responsive, accountable, transparant, 
corrective, and long-term oriented even though it has a short-term operation. 
(Domai, 2011).

* * * * *

As a conclusion, the writer is of the opinion that up to the present, government 
programs and policies have not produced significant meaningful impacts on 
improvement of the people’s welfare and prosperity. The Government seems 
incapable of refraining from “serving”  and “complying to” foreign interests  on the 
pretext of “good governance”, rather than “serving”, “fulfilling”, and “protecting” 
the interest of its people.

Yet the government has a mandate to, as much as is immediately possible, 
implement the agendas of economic democratization as mandated in the 
Amandement to the 1945 State Constitution. Chapter  33 of  Constitution strongly 
mandates that the state has the rights and responsibilities to direct all economic 
activies, as much as possible, for the prosperity of the people.

The conditions above can still be improved if the government has the seriousness 
and consistency to apply the policies they have made, especially those related to 
the agenda of the bureaucratic reform in the effort to put the real good governance 
into realization.

Also, the role of public administration has to be improved by reforming 
performance reform in the public sector thus eliminating “public mal-
administration”,  bureaucratic pathology, ineffectiveness of public policy, 
unproductive public investments, as well as bad public management. Reforms in 
public administration can be realized if the government is capable of freeing from 
the concept of public administration based on the concept of “ideological roots of 
Weberian bureaucracy, politics govern” and moving towards a “market-oriented 
public administration”. 

On the other hand, room for people’s social and political participation need to be 
protected and widely opened and supported by strong leadership and commitments 
from the stakeholders of the country. The Government’s capacity and morals 
need to be strengthened to maintain its authority and  credibility, and the country 
sovereignty, and free itself from the strong pressures of globalization through the 



xxxiJURNAL ANALISIS SOSIAL Vol. 17 No.1 September 2012

EDITORIAL

agendas of global governance. 
Needless to say, the values and principles in good governance embrace the 

values and principles of good for the people; it is the implementation that needs to 
be justified and adjusted. Therefore, the practice of good governance needs to be 
restructured and adjusted to the system embracing Indonesian values. A common 
anecdote quoted by Ari Nurman, “Think globally, act locally!”

* * * * *

						      Donny Setiawan - Redaksi



xxxii JURNAL ANALISIS SOSIAL Vol. 17 No.1 September 2012

EDITORIAL



�JURNAL ANALISIS SOSIAL Vol. 17 No.1 September 2012

BAHASAN UTAMA

1. Pendahuluan

Terminologi good governance 
mulai dikenal di Indonesia 
pada tahun 19932. Akan tetapi, 

good governance baru mulai didorong 
untuk diimplementasikan ketika terjadi 
perubahan politik dari era Orde Baru ke 
era Reformasi (Hardjasoemantri, 2003). 
Istilah governance diartikan sebagai 
penggunaan wewenang ekonomi, 

OVERVIEW DAN CAPAIAN IMPLEMENTASI 

GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA 

DARI SUDUT PANDANG PEMERINTAH
Dadang Solihin�

Abstract

Good governance, i.e. interaction among three stakeholders based on specific pillars 
of value has been a major issue for a long time in Indonesia. One of the actors in the 
implementation of good governance is government. Good governance within government 
sector is focused on how to create a good policy based on existing principles of good 
governance. The documents of policy making, in form of government planning documents 
should accommodate good governance in order to achieve an efficient and effective 
governance. 

Kata kunci: Good Governance, Pemerintah, RPJMN, RKP, Reformasi Birokrasi

politik, dan administrasi guna mengelola 
urusan–urusan negara di semua tingkat3. 
Sedangkan good governance adalah 
suatu konsepsi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan efektif. 
Good governance juga dapat berarti  
suatu gagasan dan nilai untuk mengatur 
pola hubungan antara pemerintah, dunia 
usaha/swasta, dan masyarakat (Solihin, 
2006).

1	 Dr. Dadang Solihin, SE, MA saat ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  Riwayat hidup dan semua karya 
tulisnya dapat diakses melalui portal dadang-solihin.blogspot.com.

2	 Krina Loina Lalolo, “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi,  
Sekretariat Good Public Governance”, Bappenas, 2003.

3	 Bappenas, 2003, Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan 
Manusia Berkelanjutan, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan 
Partisipasi
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Dalam kaitan dengan pengaturan 
hubungan tiga pelaku good governance, 
maka masing–masing pelaku harus 
dapat memainkan peran pentingnya 
dengan baik. Negara berperan 
dalam penyusunan, penegakan, dan 
pengawasan regulasi serta kebijakan. 
Pelaku lainnya adalah sektor swasta/
dunia usaha yang berperan dalam 
menerapkan etika bisnis secara 
konsisten sehingga akan menghasilkan 
iklim usaha yang sehat dan kondusif, 
mematuhi regulasi yang ditetapkan 
pemerintah, dan ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan negara melalui 
kerjasama dengan pemerintah. Pelaku 
ketiga yang tak kalah pentingnya 
adalah masyarakat. Masyarakat 
sangat berperan dalam melakukan 
pengendalian dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
produk/jasa yang dihasilkan oleh dunia 
usaha (Komite Nasional Kebijakan 
Governance, 2006).

Tulisan ini akan lebih difokuskan pada 
pembahasan peran pemerintah dalam 
penyelenggaraan good governance di 
Indonesia. Pemerintah, yang merupakan 
bagian dari negara,  memiliki peran 
strategis  dalam penyelenggaraan good 
governance. Pemerintah berperan dalam 
menyusun regulasi dan kebijakan, meng­
implementasikan kebijakan, mengawasi 
pelaksanaan regulasi dan kebijakan 
sehingga regulasi dan kebijakan yang 
dihasilkan dapat dilaksanakan dengan 
baik. 

2.	 G o o d   G o v e r n a n c e   d i 
Indo­nesia: Overview dan 
Capaian Implementasi

2.1 	D efinisi, prinsip, dan manfaat 
good governance

Berbagai pengertian good governance 
telah didefinisikan oleh para ahli. Good 
governance adalah sinergi hubungan 
antara negara, dunia usaha swasta, 
dan masyarakat dalam tata kelola 
pemerintahan. Hubungan  interaksi 
antara ketiga pelaku tersebut diharapkan 
dapat menghasilkan pemerintahan yang 
lebih baik di suatu negara. Setiap pelaku 
dalam good governance diharapkan 
dapat menjalankan perannya dengan 
baik sehingga tujuan bernegara akan 
tercapai. 
a)	 Peran negara
	 Negara dalam hal ini  meliputi le­

gislatif, eksekutif, yudikatif, militer, 
dan polisi.  Negara  (Indonesia) 
memiliki berbagai peranan penting 
dalam upaya penyelenggaraan 
good governance. Negara perlu 
menyusun regulasi sehingga proses 
pelaksanaan pemerintahan, usaha, 
dan pembangunan memiliki koridor–
koridor yang jelas. Negara juga perlu 
menyusun kebijakan sehingga dapat 
mempercepat tercapainya tujuan 
bernegara. Selain itu, negara juga 
wajib melindungi warga negaranya 
sehingga tercipta suasana aman dan 
damai di semua wilayah.

b)	 Peran swasta/dunia usaha
	 Dunia usaha meliputi usaha skala 
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besar/menengah/kecil, perusahaan 
multi-nasional, institusi keuangan, 
dan bursa saham. Dalam pe­
laksanaan tata kelola pemerintahan, 
dunia usaha berperan dalam 
melaksanakan dan menerapkan 
regulasi yang dibuat pemerintah 
dalam kegiatan usahanya. Selain 
itu, dunia usaha juga berperan 
sebagai mitra pemerintah dalam 
pembangunan melalui skema 
kerjasama pemerintah-swasta.

c)	 Peran masyarakat
	 Pelaku dalam good governance 

yang tak kalah penting peranannya 
adalah masyarakat. Masyarakat, 
dalam hal ini, dapat berupa 
organisasi berbasis komunitas, 
organisasi nonpemerintah, asosiasi 
profesional, kelompok agama, 
organisasi perempuan, dan media.  
Masyarakat berperan dalam hal 
pengendalian dan pengawasan 
terhadap segala output/produk/jasa 
yang dihasilkan baik oleh negara 
maupun swasta. Oleh karena itu, 
masyarakat berfungsi sebagai alat 
kontrol bagi pemerintah dan swasta 
dalam penyelenggaraan good 
governance. 
Dalam melaksanakan perannya, 

ketiga pelaku dalam good governance 
harus melaksanakan prinsip–prinsip 
good governance, yaitu:
1.	 Wawasan ke depan (Visionary)
2.	 Keterbukaan dan transparansi 

(Openness and transparency)

3.	 Partisipasi masyarakat (Participation)
4.	 Tanggung gugat (Accountability)
5.	 Supremasi hukum (Rule of law)
6.	 Demokrasi (Democracy)
7.	 Profesionalisme dan kompetensi 

(Professionalism and competency)
8.	 Daya tanggap (Responsiveness)
9.	 Keefisienan dan keefektivan 

(Effeciency and effectiveness)
10.	Desentralisasi (Decentralization)
11.	Kemitraan dengan dunia usaha swasta 

dan masyarakat (Private sector and 
civil society partnership)

12.	Komitmen pada pengurangan ke­
senjangan (Commitment to reduce 
inequality)

13.	Komitmen pada lingkungan hidup 
(Commitment to environmental pro­
tection)

14.	Komitmen pada pasar yang fair 
(Commitment to fair market)
Baik negara, swasta, maupun 

masyarakat harus dapat menerapkan 
setiap prinsip tersebut dengan baik. 
Apabila interaksi hubungan ketiga 
pelaku ini didasari oleh prinsip–prinsip 
tersebut, maka manfaat adanya good 
governance dapat dirasakan oleh semua 
pihak. Manfaat good governance 
diantaranya adalah:
1.	 Berkurangnya praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme di birokrasi.
2.	 Terciptanya sistem kelembagaan 

dan ketatalaksanaan pemerintahan 
yang bersih, efektif, transparan, 
profesional, dan akuntabel.

3.	 Terhapusnya peraturan perundang-
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undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga 
negara, kelompok, atau golongan 
masyarakat.

4.	 Meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam pembuatan kebijakan publik.

5.	 Terjaminnya konsistensi dan 
kepastian hukum semua peraturan 
perundang–undangan baik di tingkat 
pusat maupun daerah.

6.	 Mempercepat proses pembangunan 
dengan adanya partisipasi dari 
dunia usaha dan masyarakat melalui 
perannya masing–masing.

2.2.	D efinisi good governance dalam 
lingkup pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu 
elemen good governance dari sudut 
pandang negara. Dalam lingkup 
pemerintah, good governance dapat 
diartikan sebagai suatu processing box 
yang  memproses suatu  draf kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah menjadi 
suatu kebijakan yang baik berdasarkan 
prinsip good governance sehingga 

kebijakan yang dihasilkan dapat 
berdampak pada kesejahteraan rakyat 
di seluruh wilayah negara.

Dalam penyelenggaraan good gover­
nance, pemerintah diharapkan dapat 
berperan sebagai penyusun kebijakan 
sehingga kebijakan yang dibuat dapat 
dilaksanakan oleh semua pemangku 
kepentingan dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan negara.

2.3. Indikator good governance dalam 
lingkup pemerintah

Agar good governance tidak hanya 
sebatas konsep, diperlukan suatu 
alat untuk mengukur pencapaian 
good governance. Pada tahun 2007, 
Sekretariat Tim Pengembangan 
Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan 
yang Baik mencoba mendefinisikan 
indikator pada setiap prinsip dalam 
good governance. Indikator minimal 
dan perangkat pendukung indikator 
yang mendukung prinsip–prinsip good 
governance di lingkup pemerintah 
yaitu4: 

Tabel 1. Indikator Minimal Good Governance
No­. Prinsip indikato­r Minimal 

1. Wawasan ke depan ­ Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan 

strategi 

­ Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan 

program 

­ Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan 

visi 

4	 Bappenas, 2007, Indikator Good Public Governance, Sekretaris Tim Pengembangan Kebijakan 
Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.
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No­. Prinsip indikato­r Minimal 

2. Keterbukaan dan 

transparansi

­ Tersedianya informasi yang memadai pada setiap 

proses penyusunan dan implementasi kebijakan 

publik 

­ Adanya akses terhadap informasi yang siap, mudah 

dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. 

3. Partisipasi masyarakat ­ Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang 

proses/metode partisipatif 

­ Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan 

konsensus bersama 

4. Tanggung gugat ­ Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan 

standar prosedur pelaksanaan 

­ Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau 

kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan 

­ Adanya output dan outcome yang terukur 

5. Supremasi hukum ­ Adanya peraturan perundang–undangan yang tegas 

dan konsisten 

­ Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak 

diskriminatif 

­ Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar 

hukum 

­ Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum 

6. Demokrasi ­ Adanya hak–hak dasar rakyat seperti hak 

berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat 

­ Adanya kesamaan di depan hukum 

­ Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta 

dalam pengambilan keputusan kebijakan publik 

­ Adanya kesempatan yangsama untuk memperoleh 

berbagai informasi publik 

­ Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan 

berprestasi 

­ Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, 

berkreasi, dan berproduktivitas 
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No­. Prinsip indikato­r Minimal 

7. Profesionalisme ­ Berkinerja tinggi 

­ Taat asas 

­ Kreatif dan inovatif 

­ Memiliki kualifikasi di bidangnya 

8. Daya tanggap ­ Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis

center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak 

saran, dan surat pembaca yang mudah diakses 

masyarakat 

­ Adanya standar dan prosedur dalam 

menindaklanjuti laporan dan pengaduan 

9. Efisiensi dan 

efektivitas 

­ Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara 

yang berkualitas dan tepat sasaran dengan 

penggunaan sumber daya yang optimal 

­ Melakukan monitoring dan evaluasi untuk 

perbaikan 

­ Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan 

fungsi organisasi/unit kerja 

10. Desentralisasi ­ Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang 

antar­tingkat pemerintahan dan antar­tingkat jabatan 

di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan 

sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2000 

­ Adanya kejelasan standar dalam pemberian 

dukungan terhadap pelayanan masyarakat 

11. Kemitraan dengan 

dunia usaha swasta 

dan masyarakat 

­ Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang 

pola–pola kemitraan 

­ Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat 

kurang mampu untuk berkarya 

­ Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia 

usaha untuk turut berperan dalam penyediaan 

pelayanan umum 

­ Adanya pemberdayaan institusi ekonomi 

lokal/usaha mikro, kecil, dan menengah 
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Pada tahun 2008 telah dikembang­
kan indikator dalam mengukur ke­
berhasilan penyelenggaraan good 
governance. Indikator tersebut 
dinamakan Good Governanc eIndex 
(GGI). GGI memiliki data berbasis 
daerah (kabupaten/kota) karena 
adanya otonomi daerah di Indonesia 
sehingga garda depan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik 
adalah pemerintah daerah. GGI 
dikembangkan berdasarkan studi di 
berbagai institusi di berbagai negara 
sebelumnya. Salah satu studi tersebut 
contohnya yaitu studi yang dilakukan 
oleh World Bank dan European Bank 
for Reconstruction and Development, 
yang melakukan survei kinerja 

perusahaan dan lingkungan bisnis. 
GGI di Indonesia mengukur 

indeks penerapan prinsip–prinsip tata 
pemerintahan yang baik di pemerintah 
daerah sebagai masukan untuk 
mendorong pembangunan daerah 
dengan menerapkan prinsip–prinsip 
tata pemerintahan yang baik (Bappenas, 
2009). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam menyusun GGI 
yaitu self-assesment. Responden GGI 
yaitu semua kepala SKPD (Satuan 
Kerja Perangkat Daerah) atau Kepala 
Dinas/Kantor/Badan/Inspektorat 
semua bidang. Karena responden 
dalam GGI ini melakukan penilaian 
diri sendiri terhadap kinerja mereka, 
maka pertanyaan dalam kuesioner tetap 

No­. Prinsip indikato­r Minimal 

12. Komitmen pada 

pengurangan 

kesenjangan 

­ Adanya kebijakan yang berorieentasi pada 

pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara 

seimbang (subsidi silang, affirmative action)

­ Tersedianya layanan/fasilitas khusus bagi 

masyarakat tidak mampu 

­ Adanya kesetaraan dan keadilan gender

­ Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal 

13. Komitmen pada 

lingkungan hidup 

­ Peraturan dan kebijakan untuk memberi 

perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup 

­ Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

14. Komitmen pada pasar 

yang fair

­ Berkembangnya ekonomi masyarakat 

­ Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat 
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dilengkapi dengan alasan dan bukti–
bukti dokumen terkait pertanyaan 
tersebut.  

Pada awal masa uji coba GGI 
hanya terdapat empat prinsip good 
governance yang diukur untuk 
mendapatkan GGI. Keempat prinsip 
tersebut yaitu partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas, dan supremasi hukum. 
Setelah mengalami penyempurnaan 
pada tahun 2009, kuesioner GGI 
dikembangkan menjadi tujuh prinsip: 
wawasan ke depan, transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas, supremasi 
hukum, keefisienan dan keefektivan, 
serta daya tanggap. 

Selain indikator GGI di atas dan 
indikator lainnya, capaian good 
governance di Indonesia dapat dilihat 
dari berbagai indikator reformasi 
birokrasi yaitu Opini BPK terhadap 
keuangan instansi, jumlah Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, dan indeks 
persepsi korupsi. Indikator ini dapat 
menunjukkan penyelenggaraan good 
governance di Indonesia karena 
memperlihatkan kinerja pemerintah 
berdasarkan prinsip–prinsip good 
governance. Berdasarkan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 2013, Opini 
WTP BPK atas Laporan Keuangan 
pemerintah pusat meningkat dari 41 -
% pada tahun 2009 menjadi 63 % pada 
tahun 2011. Selain itu, jumlah PTSP di 
daerah juga mengalami peningkatan 
dari 360 menjadi 420. Dalam hal 
pencegahan dan penindakan korupsi, 

pemerintah terbukti telah berupaya 
keras yang dapat dilihat dari Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) yang terus 
membaik dari 2,0 pada tahun 2004 
menjadi 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 
pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan 
proses pelaksanaan good governance 
dalam lingkup pemerintah berjalan 
dengan baik dan pemerintah terus 
berupaya dalam perbaikan kinerjanya.

2.4.	Pentingnya  good   gover­
nance dalam pelaksanaan 
pembangunan

Good governance merupakan 
salah satu pemicu berjalan baiknya 
pembangunan. Good governance 
dapat membuat pembangunan berjalan 
dengan lebih efisien dan efektif serta 
tepat sasaran. Ketika pemerintah 
mengimplementasikan dengan baik 
prinsip–prinsip good governance, maka 
dana pembangunan akan dialokasikan 
tepat guna dan tepat sasaran sehingga 
dana pembangunan yang diselewengkan 
karena kasus korupsi akan semakin 
berkurang.

Dalam melaksanakan pembangunan, 
pemerintah membuat dokumen 
rencana pembangunan yang tertuang 
dalam jangka tahunan (Rencana 
Kerja Pemerintah/RKP), lima tahunan 
(Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional/RPJMN), dan dua 
puluh tahunan (Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional/RPJPN). Pada 
RKP 2013 dan RPJMN 2010–2014  
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Tabel 2. Pemetaan Prioritas Nasional dan Good Governance

terdapat 3 (tiga) buku yang mencakup: 
Buku I Prioritas Nasional, Buku II 
Prioritas Bidang, dan Buku III Prioritas 
Wilayah. Buku I RPJMN dan RKP telah 
memuat 11 (sebelas) prioritas nasional 

dan 3 (tiga) prioritas lainnya yang 
menjadi fokus utama pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan. Prioritas–
prioritas tersebut telah sesuai dengan 
prinsip–prinsip good governance yaitu:

 

 

 

 

 

No­. 
Prio­ritas 
Nasio­nal 

dasar Prinsip Good	Governance

1 Reformasi 
birokrasi 

Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Tanggung gugat 
Supremasi hukum 
Demokrasi 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

2 Pendidikan Komitmen pada pengurangan kesenjangan 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

3 Kesehatan Komitmen pada pengurangan kesenjangan 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 
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No­. 
Prio­ritas 
Nasio­nal 

dasar Prinsip Good	Governance

4 Penanggulangan 
kemiskinan 

Komitmen pada pengurangan kesenjangan 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggapKeefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

5 Ketahanan 
pangan 

Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

6 Infrastruktur Komitmen pada pasar yang fair
Komitmen kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

7 Iklim investasi 
dan usaha 

Komitmen pada pasar yang fair
Komitmen kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
­ Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

8 Energi  Komitmen pada lingkungan hidup 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
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No­. 
Prio­ritas 
Nasio­nal 

dasar Prinsip Good	Governance

Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

9 Lingkungan 
hidup dan 
bencana 

Komitmen pada lingkungan hidup 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

10 Daerah 
tertinggal, 
terdepan, terluar 
dan pasca­
konflik 

Komitmen pada pengurangan kesenjangan 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

11 Kebudayaan, 
kreativitas, dan 
teknologi 

Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

12 Prioritas nasional 
lainnya di bidang 
politik, hukum, 
dan keamanan 

Keterbukaan dan transparansi 
Supremasi hukum 
Demokrasi 
Wawasan ke depan 
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No­. 
Prio­ritas 
Nasio­nal 

dasar Prinsip Good	Governance

Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

13 Prioritas nasional 
lainnya di bidang 
perekonomian 

Komitmen pada pasar yang fair
Komitmen kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 
Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

14 Prioritas nasional 
lainnya di bidang 
kesejahteraan 
rakyat 

Komitmen pada pengurangan kesenjangan 
Wawasan ke depan 
Keterbukaan dan transparansi 
Partisipasi masyarakat 
Profesionalisme dan kompetensi 
Daya tanggap 

Keefisienan dan keefektivan 
Desentralisasi 

  

Dalam pembangunan, good gover­
nance merupakan pilar yang harus 
diimplementasikan dalam setiap 
langkah penyusunan kebijakan. Good 
governance ini utamanya diterapkan 
pada upaya pemerintah dalam 
melakukan reformasi birokrasi dan 
dalam pelaksanaan pelayanan publik 
oleh pemerintah daerah.

2.5. 	Kebijakan good governance 
untuk kesejahteraan rakyat

Sesuai dengan prinsip good 
governance tentang komitmen pada 
pengurangan kesenjangan, pemerintah 
telah melaksanakan berbagai 
kebijakan dan program dalam rangka 
mengurangi kesenjangan dan dalam 
upaya menyejahterakan seluruh 
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rakyat. Kebijakan tersebut dalam 
rangka memenuhi visi “Terwujudnya 
Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, 
dan Berkeadilan”.  Pada RPJMN 
Buku I, upaya menyejahterakan rakyat 
dilaksanakan melalui substansi inti 
program:
1.	 Asuransi Kesehatan Nasional: 

Penerapan asuransi kesehatan 
nasional untuk semua keluarga 
miskin dengan cakupan 100% pada 
2011 dan diperluas secara bertahap 
untuk keluarga Indonesia lainnya 
antara 2012-2014.

2.	 Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi 
program perlindungan sosial 
berbasis keluarga yang mencakup 
program Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) baik yang bersifat insidensial 
atau kepada kelompok marjinal, 
bantuan pangan, jaminan sosial 
bidang kesehatan, beasiswa bagi 
anak keluarga berpendapatan 
rendah, Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), dan Parenting Education 
mulai 2010 dan program keluarga 
harapan diperluas menjadi program 
nasional mulai 2011-2012;

3.	 PNPM Mandiri: Penambahan 
anggaran PNPM Mandiri dari Rp 
10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 
12,1 triliun pada 2010, pemenuhan 
Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) Rp 3 miliar per kecamatan 
untuk minimal 30% kecamatan 
termiskin di pedesaan, dan integrasi 
secara selektif PNPM Pendukung; 

4.	 Kredit Usaha Rakyat (KUR): 
Pe laksanaan   penyempurnaan 
mekanisme penyaluran KUR mulai 
2010 dan perluasan cakupan KUR 
mulai 2011;

5.	 Tim Penanggulangan Kemiskinan: 
Revitalisasi Komite Nasional 
Penanggulangan Kemiskinan di 
bawah koordinasi Wakil Presiden, 
penggunaan unified database untuk 
penetapan sasaran program mulai 
2009-2010, dan penerapan sistem 
monitoring dan evaluasi yang akurat 
sebagai dasar keputusan dan alokasi 
anggaran.

Sebagaimana RPJMN, RKP 
2013 juga telah mengakomodasi 
prinsip good governance dalam 
menyejahterakan rakyat. Hal ini 
dicerminkan dalam tema RKP 2013 
yaitu “Memperkuat Perekonomian 
Domestik bagi Peningkatan dan 
Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. 
Dalam hal peningkatan dan perluasan 
kesejahteraan rakyat, isu strategis 
dalam RKP 2013 yang menjadi prioritas 
utama yaitupeningkatan sumberdaya 
manusia dan percepatan pengurangan 
kemiskinan.

1.	 P e n i n g k a t a n   s u m b e r d a y a 
manusia

	 Upaya peningkatan sumberdaya 
manusia tercakup dalam prioritas 
kedua dan ketiga nasional yaitu 
pendidikan dan kesehatan. Arah 
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kebijakan yang tertuang dalam RKP 
2013 adalah:
a.	 Peningkatan kualitas wajib 

belajar pendidikan dasar 
sembilan tahun yang merata;

b.	 Peningkatan akses, kualitas, dan 
relevansi pendidikan menengah 
universal;

c.	 Peningkatan kualitas, referensi, 
dan daya saing pendidikan 
tinggi;

d.	 Peningkatan profesionalisme 
dan pemerataan distribusi guru 
dan tenaga kependidikan;

e.	 Peningkatan akses dan kualitas 
pendidikan anak usia dini 
(PAUD), pendidikan nonformal, 
dan pendidikan informal;

f.	 Peningkatan kualitas pendidikan 
agama dan keagamaan;

g.	 Pemantapan pelaksanaan sistem 
pendidikan nasional;

h.	 Peningkatan efisiensi dan 
efektivitas manajemen pelayanan 
pendidikan;

i.	 Penguatan tata kelola pen­
didikan;

j.	 P e n i n g k a t a n   p e n d i d i k a n 
karakter;

k.	 Peningkatan akses pelayanan ke­
sehatan dan gizi yang berkualitas 
bagi ibu dan anak;

l.	 Peningkatan  pengendalian 
penyakit menular dan tidak 
menular serta penyehatan ling­
kungan;

m.	 Peningkatan profesionalisme 

dan pendayagunaan tenaga 
kesehatan yang merata;

n.	 Peningkatan jaminan pembiaya­
an kesehatan;

o.	 Peningkatan ketersediaan, peme­
rataan, keterjangkauan, jaminan 
keamanan, khasiat/manfaat 
dan mutu obat, alat kesehatan, 
dan makanan, serta daya saing 
produk dalam negeri;

p.	 Peningkatan akses pelayanan 
Keluarga Berencana berkualitas 
yang merata.

2.	 P e r c e p a t a n   p e n g u r a n g a n 
kemiskinan
Dalam mengurangi kemiskinan di 

Indonesia, arah kebijakan dalam RKP 
2013 adalah:

a.	 M e n d o r o n g   t e r w u j u d n y a 
pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan padat karya (pro-
growth dan pro-job), khusus­
nya pertumbuhan sektor-sektor 
usaha yang melibatkan orang 
miskin (pro-poor) sehingga 
berkontribusi secara ekonomi 
terhadap upaya pengurangan 
tingkat kemiskinan.

b.	 Menjaga kestabilan produksi 
dan ketersediaan stok bahan 
pangan agar tingkat konsumsi 
masyarakat miskin tidak jatuh 
sehingga kualitas kehidupan 
masyarakat miskin tidak semakin 
buruk. Hal ini sejalan dengan 
sasaran di Prioritas Nasional ke-
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5 yakni Ketahanan Pangan,
c.	 Meningkatkan  keberdayaan 

dan kemandirian masyarakat 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
memperkuat pembangunan 
yang inklusif dan berkeadilan 
melalui kemandirian ekonomi 
p e r d e s a a n ,   p e r b a i k a n 
p e m e n u h a n   p e l a y a n a n 
dasar, peningkatan kapasitas 
masyarakat miskin dalam aspek 
akses permodalan, akses pasar, 
keterampilan usaha, produksi, 
dan kelembagaan usaha 
melalui koperasi, maupun 
pengoptimalan potensi daerah. 

d.	 Meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan program-program 
pro-rakyat yang bertujuan untuk 
menyediakan akses fasilitas 
dasar bagi masyarakat nelayan, 
masyarakat miskin perkotaan, 
dan daerah tertinggal.

e.	 Meningkatkan kualitas 
pelayanan jaminan sosial 
khususnya jaminan kesehatan 
bagi masyarakat miskin dan 
kelompok rentan.

Fokus penanggulangan kemiskinan 
yang akan dilaksanakan dalam rangka 
pelaksanaan arah kebijakan di atas 
adalah:

a.	 Peningkatan dan penyempurna­
an kualitas program bantuan 
sosial berbasis keluarga;

b.	 Penyempurnaan dan peningkat­

an efektivitas pelaksanaan PNPM 
Mandiri;

c.	 Peningkatan akses usaha mikro 
dan kecil kepada sumber daya 
produktif;

d.	 Peningkatan dan perluasan pro­
gram-program pro-rakyat;

e.	 Pen ingka tan   s ink ron i sa s i 
dan efektivitas koordinasi pe­
nanggulangan kemiskinan serta 
harmonisasi antar-pelaku.

2.6. 	Kebijakan good governance 
untuk kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan isu 
utama yang selalu menjadi prioritas 
dalam setiap kebijakan pemerintah.  
Pada Buku I RPJMN 2010–2014, 
kesetaraan gender terdapat dalam 
prioritas ke-14: Prioritas lainnya bidang 
kesejahteraan rakyat. Kebijakannya 
yaitu merumuskan pedoman bagi 
penerapan pengarusutamaan gender. 
Selain itu kesetaraan gender juga 
menjadi sasaran dalam prioritas 
pendidikan.

Dalam RKP 2013, sama halnya 
dalam RPJMN 2010–2014, kesetaraan 
gender masuk kedalam salah satu 
fokus dalam prioritas nasional lainnya 
bidang kesejahteraan rakyat. Sasaran 
kesetaraan genderpemerintah adalah 
tersusunnya kebijakan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender (PUG) bidang 
politik dan pengambilan keputusan, 
serta ketenagakerjaan, terlaksananya 
fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG 
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dan terlaksananya penerapan sistem 
data terpilah gender. Untuk mencapai 
sasaran–sasaran tersebut, arah 
kebijakan yang dilakukan pemerintah 
adalah menerapkan strategi PUG, 
termasuk mengintegrasikan perspektif 
gender ke dalam siklus perencanaan dan 
penganggaran di semua kementerian dan 
lembaga, peningkatan koordinasi dan 
kerjasama lintas-bidang, lintas-sektor, 
lintas-program, lintas-pelaku, dan 
lintas-kementerian/lembaga (K/L), dan 
sistem manajemen data dan informasi 
gender, dalam rangka mendukung 
peningkatan kualitas hidup dan peran 
perempuan dalam pembangunan.

2.7.	 Prospek dan tantangan 
penerapan good governance 

Perlu adanya sikap optimis dari 
semua pemangku kepentingan dalam 
rangka penerapan good governance 
di Indonesia, khususnya untuk sektor 
pemerintah. Hal ini diperkuat dengan 
adanya Roadmap Reformasi Birokrasi, 
RPJMN 2010–2014, dan RKP 2013 yang 
telah mengakomodasi prinsip–prinsip 
good governance. Namun demikian, 
masih banyak tantangan yang dihadapi 
oleh pemerintah dalam pelaksanaan 
good governance khususnya dari 
kalangan intern pemerintah itu sendiri, 
yaitu:
-	 Masih banyaknya ketidakefisienan 

dan ketidakefektifan pelaksanaan 
program/kebijakan pemerintahan 
karena lemahnya fungsi monitoring 

dan evaluasi internal pemerintah.
-	 Masih adanya oknum birokrat yang 

melakukan korupsi.
-	 Masih adanya tumpang tindih 

peraturan pemerintah pusat dan 
daerah.

-	 Budaya kerja pemerintah yang masih 
jauh dari prinsip profesionalisme.

-	 Kualitas pelayanan publik yang 
masih jauh dari harapan.
Berbagai permasalahan dan tantang­

an yang dihadapi oleh pemerintah  
dalam implementasi good governance 
tersebut seharusnya dapat dijawab 
melalui proses reformasi birokrasi 
yang terus dilakukan oleh pemerintah 
sekarang ini dan melalui implementasi 
kebijakan–kebijakan yang tertuang 
dalam dokumen–dokumen perencanaan 
yang telah dibuat pemerintah.

3. Kesimpulan
1.	 Good governance adalah sinergi 

hubungan antara negara, dunia 
usaha swasta, dan masyarakat 
dalam  tata kelola pemerintahan. 
Hubungan  interaksi antara ketiga 
pelaku tersebut diharapkan dapat 
menghasilkan pemerintahan yang 
lebih baik di suatu negara.

2.	 Dalam lingkup pemerintah, 
good governance dapat diartikan 
sebagai suatu processing box yang  
memroses suatu  draf kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah 
menjadi suatu kebijakan yang 
baik berdasarkan prinsip good 
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governance sehingga kebijakan 
yang dihasilkan dapat berdampak 
positifterhadap kesejahteraan 
rakyat di seluruh wilayah negara.

3.	 Good Governance Index (GGI) 
merupakan salah satu indikator 
yang digunakan dalam mengukur 
implementasi prinsip–prinsip good 
governance dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah.

4.	 Prinsip–prinsip good governance 
telah tercakup dalam dokumen 
pembangunan pemerintah yaitu 
RKP dan RPJMN. Prioritas nasional 
yang ada dalam RKP maupun 
RPJMN mengakomodasi prinsip 
good governance.

5.	 Dalam RPJMN dan RKP telah 
disusun arah kebijakan yang jelas 
mengenai kebijakan kesejahteraan 
rakyat dan kesetaraan gender yang 

prinsipnya adalah komitmen pada 
pengurangan kesenjangan.

4. PENUTUP
Good governance telah diimplemen­

tasikan di Indonesia dalam lingkup 
pemerintah, terutama dalam menyusun 
kebijakan dan dalam melaksanakan 
reformasi birokrasi. Prinsip–prinsip 
good governance telah tercakup dalam 
dokumen perencanaan pembangunan 
yang merupakan hasil penyusunan 
berbagai kebijakan pemerintah. 
Meskipun banyak tantangan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan Good 
Governance dalam pemerintah, 
optimisme dari semua pihak harus tetap 
muncul sehingga pihak non-pemerintah 
dapat berperan dalam pengawasan dan 
pengendalian implementasi good gover­
nance di lingkup pemerintah.
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